




menengah kebawah pada umumnya menyebabkan orang tua 
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anaknya.  
b. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai 
pengguna narkotika dikabupaten nunukan yaitu dengan pidana 
penjara dan denda.  Apabila denda tidak dibayar diganti dengan 
wajib latihan selama 1 (satu) bulan dan Hakim tidak pernah 
menjatuhkan pidana denda terhadap anak sebagai pengguna 
narkotika.  
B. Saran 
Diharapkan bagi orang tua agar mengawasi perilaku dan 
perkembangan anak supaya tidak terjerumus narkotika. Di nunukan harus 
ada lembaga rehabilitasi, karena anak yang sebagai pengguna narkotika 
merupakan korban dan seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara. 
Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani 
perkara anak wajib memberikan perlindungan dan mampu membina agar 
anak tidak mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana baru. 
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